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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya Rencana Kerja 

(Renja) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2026 dapat diselesaikan. Renja ini disusun 

sebagai langkah pelaksanaan perencanaan tahunan yang merupakan turunan dari Rencana 

Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yang telah disusun dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Inspektorat Kota Pontianak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 

58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian 

Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak, menjalankan tugas pengawasan intern 

atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan, Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan berdasarkan Keputusan 

Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan.  

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2026 menjadi landasan 

yang jelas dan terukur karena di dalamnya telah dijelaskan tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 

sehingga lebih fokus dan terukur dan diharapkan mampu mencapai tujuan Inspektorat Kota 

Pontianak Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah Kota Pontianak dan Meningkatnya Integritas dan Upaya Pencegahan 

Korupsi di Kota Pontianak sehingga mampu menunjang pencapaian Misi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yang 

diamanatkan kepada Inspektorat Kota Pontianak yaitu Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang kolaboratif, Efektif, Inovasi, Adaptif, Profesional dan Akuntabel 

Berbasis Teknologi Informasi. 

 Pontianak,     Agustus 2025 

Inspektur Kota Pontianak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana 

Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun 

dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam 

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. 

Renja Inspektorat Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan Inspektorat 

untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah. 

Proses penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2026 didasarkan 

pada Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dengan 

memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026 

sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta sejalan dengan Misi Rancangan 

RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada Inspektorat Kota 

Pontianak yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif, Efektif, 

Inovasi, Adaptif, Profesional dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi. 

Tahapan penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2026 sebagai 

berikut : 

1. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2026 

2. Persiapan penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2026 

3. Penyusunan rancangan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2026 

4. Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Renja Inspektorat Kota Pontianak mencakup: 

 

• Pengolahan data dan informasi; 

• Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan usulan program, kegiatan dan 

sub kegiatan; 
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• Penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan 

sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak; 

• Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka sinergi 

pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan 

fungsi Inspektorat Kota Pontianak. 

• Penyesuaian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas 

berdasarkan pagu indikatif Inspektorat Kota Pontianak. 

 

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2026 senantiasa 

ada keterkaitan dengan dokumen RKPD Kota Pontianak dan Renstra Inspektorat Kota 

Pontianak serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD. 

Penetapan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2026 dilakukan dengan 

menyempurnakan rancangan Renja Inspektorat Kota Pontianak yang berpedoman pada 

RKPD yang telah ditetapkan untuk disampaikan dan diverifikasi oleh BAPPERIDA 

Kota Pontianak 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Inspektorat Kota 

Pontianak Tahun 2026 adalah:  

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 

Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan diganti dgn nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447); 



I-4 

 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1419); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 

tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2024; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30); 

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192); 

16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228) 

17. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2024 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Nomor ...); 

18. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur 

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota 

Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 64); 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

1.3. Maksud dan Tujuan 
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Rencana Kerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2026 disusun dengan maksud 

melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja perangkat daerah 

dengan renstra perangkat daerah serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar penyelenggaraan urusan 

pengawasan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan 

mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan 

saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders).  

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Rencana Kerja ini maka penyajiannya 

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

LALU 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB V PENUTUP
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA 

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 

2024, evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian rencana strategis secara 

garis besar meliputi analisa program/kegiatan/sub kegiatan yang berhasil mencapai 

target, tidak berhasil mencapai target atau yang melebihi target yang ditetapkan beserta 

faktor-faktor penyebab dan implikasi yang timbul termasuk kebijakan atau tindakan 

perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor 

penyebab tersebut. 

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja pada 

tahun 2024 antara lain pada sub kegiatan kerjasama pengawasan internal dengan target 

jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk sebanyak 2 kesepakatan 

namun yang tercapai hanya 1 kesepakatan. Adapun faktor penyebabnya sangat 

dipengaruhi oleh faktor eksternal berkaitan dengan instansi di luar Pemerintah Kota 

Pontianak. Apabila tidak ada kondisi yang mengharuskan adanya kerjasama 

pengawasan internal maka tidak diperlukan penandatanganan kerja sama pengawasan. 

Selain itu kerjasama berlaku lebih dari satu tahun sehingga tidak perlu dibuat setiap 

tahunnya. 

Tidak tercapainya sub kegiatan kerjasama pengawasan internal tersebut 

menyebabkan tidak tercapainya kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan 

indikator persentase terselenggaranya kegiatan pengawasan internal yang hanya 

tercapai 99,55% dari target 100%. 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 

indikator tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan juga tidak 

mencapai target yang ditetapkan. Target sebesar 95% berdasarkan hasil survey kepuasan 

hanya tercapai 87% mengindikasikan masih adanya beberapa pegawai yang masih 

belum puas dengan pelayanan kesekretariatan. 

Selain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan sub kegiatan kerjasama 

pengawasan internal, semua Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan telah memenuhi target 

kinerja yang direncanakan dan tidak ada realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang 

melebihi target kinerja yang direncanakan. 

Evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya target pada sub 

kegiatan kerjasama pengawasan internal sebagaimana telah dijelaskan perlu dilakukan 

evaluasi target yang ditetapkan pada Renja dan Renstra tahun berikutnya mengingat 
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kerja sama tidak dapat dilakukan setiap tahun. Implikasi yang timbul terhadap target 

capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah kesulitan pemenuhan target pada sub 

kegiatan tersebut. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan 

mengidentifikasi kebutuhan kerjasama kepada instansi lain guna meningkatkan 

efektifitas pengawasan di Pemerintah Kota Pontianak. 

. 
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Tabel II. 1 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 

Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Sasaran, Program, 
Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran, 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 

Lalu (n-2)  
Target 

Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

 

 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
(n-2) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

s/d tahun 
berjalan 

(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

6         UNSUR PENGAWASAN URUSAN 
PEMERINTAHAN 

                   

6 1       INSPEKTORAT DAERAH -                  

6 1 1     PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase Capaian Kinerja 
Pelaksanaan Kegiatan Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

100 Persen    95 Persen 87 Persen  91,62 
Persen  

100 Persen 100 Persen  91,62 Persen 
 

6 1 1 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase pelaksanaan 
perencanaan, penganggaran dan 
evaluasi kinerja Perangkat Daerah 

100 Persen    100 Persen 100 Persen  100 
Persen  

100 Persen 100 Persen  100 Persen 
 

6 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

3 Dokumen    18 Dokumen   18 
Dokumen 

100 
Persen  

2 Dokumen 2 Dokumen 36 Persen   
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Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Sasaran, Program, 
Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran, 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 

Lalu (n-2)  
Target 

Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

 

 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
(n-2) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

s/d tahun 
berjalan 

(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

6 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

1 Dokumen    1 Dokumen  1 Dokumen  100 
Persen 

1 Dokumen 1 Dokumen 33,33 Persen 

 

6 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

1 Dokumen    1 Dokumen  1 Dokumen  100 
Persen 

1 Dokumen 1 Dokumen 33,33 Persen 

 

6 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

 6 Laporan    3 Laporan   3 Laporan  100 
Persen 

 6 Laporan   6 Laporan   33,33 Persen 

 

6 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

5 Laporan    2 Laporan  2 Laporan  100 
Persen 

5 Laporan 5 Laporan  33,33 Persen  

6 1 1 2.01 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Urusan Selain Renstra PD dan Renja 
PD 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Urusan Selain Renstra PD dan 
Renja PD yang disusun 

5 Dokumen   -  -  -  5 Dokumen 5 Dokumen  - 
 



II-4 

 

Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Sasaran, Program, 
Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran, 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 

Lalu (n-2)  
Target 

Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

 

 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
(n-2) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

s/d tahun 
berjalan 

(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

6 1 1 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase Pemenuhan 
Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

100 Persen    100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 
 

6 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

56 
Orang/bulan 

  46 
Orang/bulan 

 46 
Orang/bulan 

100 
Persen  

56 
Orang/bulan 

56 
Orang/bulan 

33,33 Persen   

6 1 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

12 Dokumen    12 Dokumen   12 
Dokumen 

100 
Persen  

12 Dokumen 12 Dokumen  33,33 
Persen   

6 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

5 Dokumen   5 Dokumen 5 Dokumen 100 
Persen   

4 Dokumen 4 Dokumen  33,33 
Persen  

 

6 1 1 2.05   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase Pemenuhan 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

100 Persen   100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen  100 Persen 
 

6 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

 2 Paket     2 Paket   2 Paket   100 
Persen 

 2 Paket   2 Paket   33,33 
Persen  

 

6 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

168 Orang   31 Orang   31 Orang    100 
Persen 

56 Orang 56 Orang 29,52  
Persen  



II-5 

 

Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Sasaran, Program, 
Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran, 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 

Lalu (n-2)  
Target 

Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

 

 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
(n-2) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

s/d tahun 
berjalan 

(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

6 1 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

10 Orang    -  - -  10 Orang 10 Orang  - 
 

6 1 1 2.06   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Pemenuhan 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

100 Persen   100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen  100 Persen 
 

6 1 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 

1 Paket   1 Paket 1 Paket 100 
Persen  

1 Paket 1 Paket 33,33 Persen  
 

6 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

4 Paket   4 Paket  4 Paket    100 
Persen  

4 Paket 4 Paket 33,33 Persen  
 

6 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan 

4 Paket    2 Paket  2 Paket    100 
Persen  

4 Paket 4 Paket  33,33 
Persen  

 

6 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

4 Paket   1 Paket 1 Paket   100 
Persen   

4 Paket 4 Paket  33,33 
Persen   

 

6 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

 4 Paket     2 Paket  2 Paket    100 
Persen  

 4 Paket   4 Paket    33,33 
Persen  

 



II-6 

 

Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Sasaran, Program, 
Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran, 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 

Lalu (n-2)  
Target 

Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

 

 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
(n-2) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

s/d tahun 
berjalan 

(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

6 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan 

12 Dokumen   2 Dokumen   2 Dokumen    100 
Persen   

12 Dokumen 12 Dokumen   33,33 
Persen    

6 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

10 Laporan   10 Laporan 10 Laporan    100 
Persen   

10 Laporan 10 Laporan   33,33 
Persen     

6 1 1 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Persentase Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

100 Persen   100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 
 

6 1 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

32 Unit    55 Unit   55 Unit  100 
Persen 

27 Unit 27 Unit  100 Persen  

6 1 1 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

100 Persen   100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen  100 Persen 
 

6 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

12 Laporan   3 Laporan  3 Laporan   100 
Persen  

12 Laporan 12 Laporan 33,33 Persen  
 

6 1 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

2 Laporan   1 Laporan 1 Laporan  100 
Persen  

2 Laporan 2 Laporan 33,33 
Persen    



II-7 

 

Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Sasaran, Program, 
Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran, 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 

Lalu (n-2)  
Target 

Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

 

 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
(n-2) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

s/d tahun 
berjalan 

(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

6 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

 12 Laporan     9 Laporan 9 Laporan   100 
Persen  

 12 Laporan   12 Laporan   33,33 
Persen    

6 1 1 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100 Persen   100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen  100 Persen 
 

6 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

5 Unit   5 Unit 5 Unit 100 
persen  

5 Unit 5 Unit 83,33 Persen  

 

6 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

58 Unit   58 Unit 58 Unit  100 
persen  

58 Unit 58 Unit  33,33 Persen  

6 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit   1 Unit 1 Unit  100 
persen   

1 Unit 1 Unit  33,33 
Persen   

6 1 2     PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PENGAWASAN 

Persentase Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 
pada Perangkat Daerah 

73 Persen   100 Persen   100 Persen   100 
Persen  

73 Persen 73 Persen 50 Persen  
 



II-8 

 

Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Sasaran, Program, 
Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran, 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 

Lalu (n-2)  
Target 

Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

 

 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
(n-2) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

s/d tahun 
berjalan 

(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

            Persentase tindak lanjut hasil 
rekomendasi BPKP atas evaluasi 
SPIP Kota Pontianak 

83 Persen   100 Persen  100 Persen  100 
Persen  

83 Persen 83 Persen 100 Persen   
 

6 1 2 2.01   Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal 

Persentase Terselenggaranya 
Kegiatan Pengawasan Internal 

100 Persen   100 Persen  100 Persen   99,55 
Persen 

100 Persen 100 Persen 49,77 Persen   

6 1 2 2.01 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 
Kinerja Pemerintah Daerah 

59 Laporan    37 Persen   37 Persen  100 
Persen 

59 Laporan 59 Laporan  33,33 Persen  

6 1 2 2.01 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 
Keuangan Pemerintah Daerah 

 80 Laporan    44 Laporan  44 Laporan  100 
Persen  

 80 Laporan   80 Laporan  33,33 Persen   

6 1 2 2.01 3 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu 
Laporan Kinerja 

3 Laporan    129 Laporan   129 
Laporan 

 100 
Persen 

3 Laporan 3 Laporan 33,33 
Persen   

 

6 1 2 2.01 4 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu 
Laporan Keuangan 

1 Laporan   1 Laporan 1 Laporan  100 
Persen  

1 Laporan 1 Laporan 33,33 
Persen    

 

6 1 2 2.01 6 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan 
Internal yang Terbentuk 

2 
Kesepakatan 

   1 
Kesepakatan 

 1 
Kesepakatan 

50 Persen  2 
Kesepakatan 

2 
Kesepakatan 

 16,67 Persen  

6 1 2 2.01 7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 
dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 

2 Dokumen   8 Dokumen   8 Dokumen  100 
Persen  

2 Dokumen 2 Dokumen 33,33 
Persen    

 



II-9 

 

Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Sasaran, Program, 
Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran, 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 

Lalu (n-2)  
Target 

Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

 

 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
(n-2) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

s/d tahun 
berjalan 

(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

6 1 2 2.02   Penyelenggaraan Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

Persentase Terselenggaranya 
Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu 

100 Persen   100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 50 Persen  
 

6 1 2 2.02 1 Penanganan Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah 

Jumlah Laporan Penyelesaian 
Kerugian Negara/Daerah yang 
Ditangani 

2 Laporan   2 Laporan 2 Laporan  100 
Persen 

2 Laporan 2 Laporan 100 Persen  
 

6 1 2 2.02 2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu 

14 Laporan   20 Laporan   20 Laporan  100 
Persen 

14 Laporan 14 Laporan 100 Persen   

6 1 3     PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 

Level Kapabilitas APIP  Level 3     Level 3   Level 3    100 
Persen 

 Level 3   Level 3   100 Persen   

            Persentase Risk Register Fraud 
yang telah disusun oleh Perangkat 
Daerah dan Pemerintah Kota 
Pontianak 

 37,5 Persen    80 Persen  100 Persen  100 
Persen  

 37,5 Persen   37,5 Persen   50 Persen 

 

6 1 3 2.01   Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 

Persentase terlaksananya kegiatan 
perumusan kebijakan tehnis di 
bidang pengawasan dan fasilitasi 
pengawasan 

100 Persen   100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 50 Persen  

 

6 1 3 2.01 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 
Pengawasan 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Teknis di Bidang Pengawasan yang 
Disusun 

2 Rekomendasi   2 
Rekomendasi 

2 
Rekomendasi 

100 
Persen  

2 
Rekomendasi 

2 
Rekomendasi 

16,67 Persen  
 



II-10 

 

Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Sasaran, Program, 
Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran, 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 

Lalu (n-2)  
Target 

Sasaran, 
Program, 
Kegiatan, 
dan Sub 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

 

 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
(n-2) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah tahun 

(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan, dan 
Sub Kegiatan 

s/d tahun 
berjalan 

(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

6 1 3 2.01 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 
Fasilitasi Pengawasan 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Teknis di Bidang Fasilitasi 
Pengawasan yang Disusun 

4 Rekomendasi   4 
Rekomendasi 

4 
Rekomendasi 

 100 
Persen 

4 
Rekomendasi 

4 
Rekomendasi 

16,67 Persen 
 

6 1 3 2.02   Pendampingan dan Asistensi Persentase terlaksananya kegiatan 
pendampingan dan asistensi 

100 Persen    100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen  48,72 Persen  

6 1 3 2.02 1 Pendampingan dan Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Pendampingan dan 
Asistensi Urusan Pemerintahan 
Daerah 

1 perangkat 
daerah 

  1 perangkat 
daerah 

1 perangkat 
daerah 

100 
Persen  

1 perangkat 
daerah 

1 perangkat 
daerah 

 16,67 Persen 

 

6 1 3 2.02 2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian Reformasi Birokrasi 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Pendampingan, Asistensi, 
Verifikasi, dan Penilaian Reformasi 
Birokrasi 

32 perangkat 
daerah 

  32 perangkat 
daerah 

32 perangkat 
daerah 

100 
Persen  

32 perangkat 
daerah 

32 perangkat 
daerah 

16,67 Persen 

 

6 1 3 2.02 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 
serta Verifikasi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 

Jumlah Kegiatan Koordinasi, 
Monitoring dan Evaluasi 
serta Verifikasi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 

3 Kegiatan   8 Kegiatan  8 Kegiatan   100 
Persen 

3 Kegiatan 3 Kegiatan 33,33 Persen 

 

6 1 3 2.02 4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi 
Penegakan Integritas 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
Dilakukan Pendampingan, Asistensi 
dan Verifikasi Penegakan Integritas 

 2 perangkat 
daerah  

   2 perangkat 
daerah  

 2 perangkat 
daerah  

 100 
Persen  

 2 perangkat 
daerah  

 2 perangkat 
daerah  

33,33 Persen 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 

Indikator Sasaran Kinerja Inspektorat Kota Pontianak : 

1. Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan dengan indikator sasaran 

Persentase nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan 

dengan target pada tahun 2026 sebesar 40,63 Persen. 

2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan 

indikator sasaran Nilai Maturitas SPIP dengan target pada tahun 2026 sebesar 3,454. 

3. Meningkatnya Nilai Area Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada 

Monitoring Center for Prevention (MCSP) Pemerintah Kota Pontianak dengan 

indikator sasaran Nilai Area Penguatan APIP dengan target pada tahun 2026 sebesar 

76,95 Persen.  

4. Meningkatnya Kualitas Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan indikator 

sasaran Nilai IEPK dengan target pada tahun 2026 sebesar 3  

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Pontianak dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

Tabel II. 2  

Pencapaian Kinerja Pelayanan 

 

No Indikator 
SPM/ 

Standar 
Nasional 

IKK 

Target Renstra 2025-2029 
Realisasi 
Capaian 

Proyeksi 

Catatan 
Analisis 

 

 

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun  

2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027  

              

(thn 
n-2) 

(thn 
n-1) 

(thn 
n) 

(thn 
n+1 

(thn 
n-2) 

(thn 
n-1) 

(tnn 
n) 

(thn 
n+1 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)  

 INDIKATOR TUJUAN             

1. Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan Upaya 
Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota 
Pontianak 
 
Indikator : 
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 
Pemerintah Kota Pontianak 

   18,25 18,75 20   18,75 20   

Indikator : 
Nilai IPKD MCP Kota Pontianak 

   93,35 93,37 93,5   93,37 93,5   

 INDIKATOR SASARAN             

 1.1. 

Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Perangkat 
Daerah dengan kategori memuaskan 
Indikator : 
Persentase nilai evaluasi SAKIP Perangkat 
Daerah dengan kategori memuaskan 

     31,25 40,63 56,25    40,63 56,25    
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No Indikator 
SPM/ 

Standar 
Nasional 

IKK 

Target Renstra 2025-2029 
Realisasi 
Capaian 

Proyeksi 

Catatan 
Analisis 

 

 

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun  

2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027  

              

(thn 
n-2) 

(thn 
n-1) 

(thn 
n) 

(thn 
n+1 

(thn 
n-2) 

(thn 
n-1) 

(tnn 
n) 

(thn 
n+1 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)  

 1.2. 

Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP)  
Indikator : 
Nilai Maturitas SPIP 

  ✓  3,434 3,454 3,474     3,454 3,474    

 INDIKATOR SASARAN             

2.1 

Meningkatnya Nilai Area Penguatan APIP pada 
IPKD MCP Pemerintah Kota Pontianak 
Indikator : 
Nilai Area Penguatan APIP 

      76,42 76,95 77,1     76,95 77,1    

2.2  

Meningkatnya Kualitas Efektifitas 
Pengendalian Korupsi 
Indikator : 
Nilai IEPK 

      2,93 3 3,05     3 3,05    

 INDIKATOR PROGRAM             

 1.1.1 

Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja 
Perangkat Daerah dalam Implementasi SAKIP 
Indikator : 
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 
Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah 

      70 73 76     73 76    

1.2.1 

Meningkatnya kulitas hasil penilaian mandiri 
SPIP Pemerintah Kota Pontianak 
Indikator : 
Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP 
atas evaluasi SPIP Kota Pontianak 

   80 83 86   83 86   

 2.1.1 
Meningkatnya Kapabilitas APIP 
Indikator : 
Level Kapabilitas APIP 

      3 3 3    3 3    

 2.2.1 

Meningkatnya efektifitas penanganan anti 
korupsi 
Indikator : 
Persentase Risk Register Fraud yang telah 
disusun oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah 
Kota Pontianak 

      18,75 37,5 56,25     37,5 56,25    

3 Indikator SPM (jika ada)                        

  
Tidak ada Indikator SPM pada Urusan 
Pengawasan 

                       

4 Indikator IKK (LPPD)                        

  
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) 

  ✓                    

  
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) 

  ✓                    

 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 masalah pokok 

yang berkaitan dengan tugas pengawasan masih seputar tata kelola pemerintahan yang 

ditandai dengan belum terciptanya pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien serta 

belum optimalnya professional APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin 

kualitas. Hasil identifikasi Inspektorat kota Pontianak dengan melihat hasil pengawasan, 
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hasil penjaringan aspirasi dan rekomendasi Pemerintah Pusat dapat disimpulkan setidaknya 

ada 3 (tiga) akar masalah yang mendasari permasalahan seputar tata kelola pemerintahan 

yaitu penurunan akuntabilitas kinerja, penerapan manajemen risiko yang belum optimal dan 

sistem pengendalian internal Perangkat Daerah yang masih lemah. 

Berdasarkan identifikasi isu strategis pada Inspektorat Kota Pontianak sebagaimana 

Tabel II.2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Isu Strategis berkaitan dengan Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan 

keuangan maupun penilaian SAKIP yang menggambarkan tinggi atau rendahnya 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. 

2. Isu Strategis berkaitan dengan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi oleh 

pengawas internal maupun eksternal. Fokus Inspektorat Kota Pontianak adalah 

menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan 

BPK-RI tanpa mengabaikan temuan dari pengawas internal maupun eksternal 

3. Isu Strategis berkaitan dengan fungsi Inspektorat sebagai Penjaminan Kualitas (Quality 

Assurance) untuk menjaga Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Survei Penilaian 

Integritas (SPI) dan Indeks Monitoring Controlling Surveillance for Prevention 

(MCSP). Beberapa kegiatan untuk menjaga indeks tersebut yaitu: 

a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan anggaran. 

b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan Perangkat Daerah 

c. Sosialisasi Antikorupsi dan Penguatan Integritas 

d. Sosialisasi/konsultatif pemenuhan data dukung penilaian MCSP 

e. Reviu LKPD secara berkelanjutan. 

f. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko. 

g. Monitoring perencanaan hingga pemanfaatan barang/jasa (probity audit). 

4. Isu Strategis berkaitan dengan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

(SPIP), Manajemen Resiko dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 

menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis dapat tercapai 

sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD 

yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada 

masyarakat berdasarkan konsep 3 (tiga) lini pengendalian yaitu Unit Kerja pada Lini 

Pertama, Kepala Unit Kerja pada Lini Kedua dan APIP pada Lini Ketiga. 

Isu Strategis berdasarkan hasil identifikasi Inspektorat Kota Pontianak yaitu 

berkaitan dengan Pengembangan Kemampuan SDM dalam bidang pengawasan. Isu 

Strategis ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan 

menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga 

pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan. 
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2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara 

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Inspektorat Kota Pontianak 

melakukan proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis 

kebutuhan karena beberapa alasan diantaranya: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD 

dengan kebutuhan pada satuan kerja Inspektorat Kota Pontianak  

2. Untuk memperoleh gambaran penyebab adanya perbedaan tersebut sesuai 

rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan 

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan 

awal RKPD atau program, kegiatan  dan sub kegiatan yang cocok namun besarannya 

berbeda. 

 

Perubahan anggaran dari Rancangan Awal RKPD tahun 2026 dilakukan pada  

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 

menghapus semua anggaran sub kegiatan di bawahnya karena alasan efisiensi.   Sedangkan 

penambahan anggaran dilakukan pada sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapannya untuk mengakomodir penambahan pegawai baru, Kegiatan 

dengan anggaran yang meningkat adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah terutama 

untuk pemeliharaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah sesuai kebutuhan yang diajukan oleh masing-masing Irban dan sekretariat. 

Perbandingan lebih jelas dapat dilihat pada tabel II.3 tentang review terhadap 

rancangan awal RKPD tahun 2026 pada Inspektorat Kota Pontianak dibawah ini.
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Tabel II. 3 

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 

Inspektorat Kota Pontianak 

 

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator kinerja 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu indikatif 
(Rp.000) 

Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Lokasi Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana (Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  
UNSUR PENGAWASAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 

Kota 
Pontianak 

      
UNSUR PENGAWASAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 

Kota 
Pontianak 

        

  INSPEKTORAT DAERAH 
Kota 
Pontianak 

-   25.082.198.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 
Kota 
Pontianak 

-   25.084.928.000   

  

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Kota 
Pontianak 

Persentase Capaian 
Kinerja Pelaksanaan 
Kegiatan Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

95 Persen 20.891.492.000,00 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Kota 
Pontianak 

Persentase Capaian 
Kinerja Pelaksanaan 
Kegiatan Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

100 Persen 20.894.222.000   

  

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
pelaksanaan 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
Perangkat Daerah 

100 Persen 128.487.000,00 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
pelaksanaan 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
Perangkat Daerah 

100 Persen 0   

  
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

3 Dokumen 47.535.000,00 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

4 Dokumen 0   

  
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD dan 
Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

14 Dokumen 10.643.000,00 
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD dan 
Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

1 Dokumen 0   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator kinerja 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu indikatif 
(Rp.000) 

Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Lokasi Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana (Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD dan 
Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

1 Dokumen 10.643.000,00 
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD dan 
Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

1 Dokumen 0   

  

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

4 Laporan 18.501.000,00 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

6 Laporan 0   

  
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

10 Laporan 6.306.000,00 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

5 Laporan 0   

  

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Urusan 
Selain Renstra PD dan 
Renja PD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Urusan 
Selain Renstra PD dan 
Renja PD yang disusun 

3 Dokumen 34.859.000,00 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Urusan 
Selain Renstra PD dan 
Renja PD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Urusan 
Selain Renstra PD dan 
Renja PD yang disusun 

3 Dokumen 0   

  
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

100 Persen 10.099.974.000,00 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

100 Persen 10.091.086.000   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator kinerja 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu indikatif 
(Rp.000) 

Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Lokasi Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana (Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

56 
Orang/bulan 

10.082.198.000,00 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

55 
Orang/bulan 

10.082.198.000   

  

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

12 Dokumen 8.888.000,00 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

12 Dokumen 0   

  
Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

5 Dokumen 8.888.000,00 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

4 Dokumen 8.888.000,00   

  
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

100 Persen 2.935.517.000,00 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

100 Persen 2.937.467.000   

  
Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan 

2 Paket 82.590.000,00 
Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan 

2 Paket 84.540.000   

  
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan 

56 Orang 2.850.927.000,00 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan 

110 Orang 2.850.927.000   

  
Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-Undangan 

10 Orang 2.000.000,00 
Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-Undangan 

10 Orang 2.000.000   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator kinerja 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu indikatif 
(Rp.000) 

Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Lokasi Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana (Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

100 Persen 1.335.009.400,00 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

100 Persen 1.407.977.100   

  

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 7.933.400,00 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 9.000.000   

  
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

4 Paket 83.404.300,00 
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

4 Paket 120.000.000   

  
Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Paket 
Peralatan Rumah 
Tangga yang 
Disediakan 

2 Paket 30.194.600,00 
Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Paket 
Peralatan Rumah 
Tangga yang 
Disediakan 

4 Paket 48.000.000   

  
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 82.500.000,00 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

4 Paket 100.000.000,00   

  
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

2 Paket 29.477.100,00 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

4 Paket 29.477.100,00   

  
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

12 Dokumen 1.500.000,00 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

12 Dokumen 1.500.000,00   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator kinerja 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu indikatif 
(Rp.000) 

Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Lokasi Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana (Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

10 Laporan 1.100.000.000,00 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

10 Laporan 1.100.000.000,00   

  

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100 Persen 865.890.200,00 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100 Persen 928.347.500   

  
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

27 Unit 865.890.200,00 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

32 Unit 928.347.500   

  
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100 Persen 601.604.240,00 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100 Persen 604.334.240,00   

  
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

12 Laporan 182.720.000,00 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

12 Laporan 182.720.000   

  
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

1 Laporan 22.250.000,00 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

2 Laporan 22.250.000   

  
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

12 Laporan 396.634.240,00 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

12 Laporan 409.894.240   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator kinerja 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu indikatif 
(Rp.000) 

Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Lokasi Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana (Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100 Persen 4.925.010.160,00 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100 Persen 4.925.010.160   

  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

5 Unit 91.500.000,00 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

5 Unit 91.500.000,00   

  
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin 
Lainnya yang 
Dipelihara 

58 Unit 48.240.000,00 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin 
Lainnya yang 
Dipelihara 

58 Unit 48.240.000,00   

  
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 4.785.270.160,00 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 4.774.740.160   

  
PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENGAWASAN 

Kota 
Pontianak 

Persentase Tindak 
Lanjut Rekomendasi 
Hasil Evaluasi SAKIP 
pada Perangkat 
Daerah 

73 Persen 2.439.615.000,00 
PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENGAWASAN 

Kota 
Pontianak 

Persentase Tindak 
Lanjut Rekomendasi 
Hasil Evaluasi SAKIP 
pada Perangkat 
Daerah 

73 Persen 2.439.615.000   

    
Kota 
Pontianak 

Persentase tindak 
lanjut hasil 
rekomendasi BPKP 
atas evaluasi SPIP 
Kota Pontianak 

83 Persen     
Kota 
Pontianak 

Persentase tindak 
lanjut hasil 
rekomendasi BPKP 
atas evaluasi SPIP 
Kota Pontianak 

83 Persen     

  
Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Terselenggaranya 

100 Persen 2.035.005.000,00 
Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Terselenggaranya 

100 Persen 2.035.005.000   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator kinerja 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu indikatif 
(Rp.000) 

Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Lokasi Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana (Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Kegiatan Pengawasan 
Internal 

Kegiatan Pengawasan 
Internal 

  
Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

59 Laporan 1.108.040.000,00 
Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

19 Laporan 1.108.040.000,00   

  
Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 

80 Laporan 481.855.000,00 
Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 

19 Laporan 481.855.000,00   

  Reviu Laporan Kinerja 
Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan Hasil 
Reviu 
Laporan Kinerja 

3 Laporan 64.440.000,00 Reviu Laporan Kinerja 
Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan Hasil 
Reviu 
Laporan Kinerja 

2 Laporan 64.440.000   

  Reviu Laporan Keuangan 
Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan Hasil 
Reviu 
Laporan Keuangan 

1 Laporan 54.530.000,00 Reviu Laporan Keuangan 
Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan Hasil 
Reviu 
Laporan Keuangan 

1 Laporan 54.530.000,00   

  
Kerja Sama Pengawasan 
Internal 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Kesepakatan 
Pengawasan Internal 
yang Terbentuk 

2 
Kesepakatan 

4.980.000,00 
Kerja Sama Pengawasan 
Internal 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Kesepakatan 
Pengawasan Internal 
yang Terbentuk 

2 
Kesepakatan 

4.980.000,00   

  

Monitoring dan Evaluasi 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen Hasil 
Monitoring dan 
Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan 
BPK RI dan Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

2 Dokumen 321.160.000,00 

Monitoring dan Evaluasi 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Dokumen Hasil 
Monitoring dan 
Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan 
BPK RI dan Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

2 Dokumen 321.160.000,00   

  
Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Terselenggaranya 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

100 Persen 404.610.000,00 
Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
Terselenggaranya 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

100 Persen 404.610.000,00   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator kinerja 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu indikatif 
(Rp.000) 

Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Lokasi Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana (Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  

Penanganan 
Penyelesaian Kerugian 
 
Negara/Daerah 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah yang 
Ditangani 

2 Laporan 186.740.000,00 

Penanganan 
Penyelesaian Kerugian 
 
Negara/Daerah 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah yang 
Ditangani 

2 Laporan 186.740.000,00   

  
Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

14 Laporan 217.870.000,00 
Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

14 Laporan 217.870.000,00   

  

PROGRAM 
PERUMUSAN 
KEBIJAKAN, 
PENDAMPINGAN DAN 
ASISTENSI 

Kota 
Pontianak 

Level Kapabilitas APIP Level 3 1.751.091.000,00 

PROGRAM 
PERUMUSAN 
KEBIJAKAN, 
PENDAMPINGAN DAN 
ASISTENSI 

Kota 
Pontianak 

Level Kapabilitas APIP Level 3 1.751.091.000   

    
Kota 
Pontianak 

Persentase Risk 
Register Fraud yang 
telah disusun oleh 
Perangkat Daerah dan 
Pemerintah Kota 
Pontianak 

37,5 Persen     
Kota 
Pontianak 

Persentase Risk 
Register Fraud yang 
telah disusun oleh 
Perangkat Daerah dan 
Pemerintah Kota 
Pontianak 

37,5 Persen     

  

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
terlaksananya kegiatan 
perumusan kebijakan 
tehnis di bidang 
pengawasan dan 
fasilitasi pengawasan 

100 Persen 6.650.000,00 

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
terlaksananya kegiatan 
perumusan kebijakan 
tehnis di bidang 
pengawasan dan 
fasilitasi pengawasan 

100 Persen 6.650.000   

  
Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis di 
Bidang Pengawasan 
yang Disusun 

2 
Rekomendasi 

3.325.000,00 
Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis di 
Bidang Pengawasan 
yang Disusun 

1 
Rekomendasi 

3.325.000   

  
Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang Fasilitasi 
Pengawasan 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis di 
Bidang Fasilitasi 

4 
Rekomendasi 

3.325.000,00 
Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang Fasilitasi 
Pengawasan 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis di 
Bidang Fasilitasi 

4 
Rekomendasi 

3.325.000   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator kinerja 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Pagu indikatif 
(Rp.000) 

Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Lokasi Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana (Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Pengawasan yang 
Disusun 

Pengawasan yang 
Disusun 

  
Pendampingan dan 
Asistensi 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
terlaksananya kegiatan 
pendampingan dan 
asistensi 

100 Persen 1.744.441.000,00 
Pendampingan dan 
Asistensi 

Kota 
Pontianak 

Persentase 
terlaksananya kegiatan 
pendampingan dan 
asistensi 

100 Persen 1.744.441.000   

  
Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Perangkat 
Daerah yang Dilakukan 
Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

1 perangkat 
daerah 

31.690.000,00 
Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Perangkat 
Daerah yang Dilakukan 
Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

10 perangkat 
daerah 

31.690.000   

  
Pendampingan, Asistensi, 
Verifikasi, dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Perangkat 
Daerah yang Dilakukan 
Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

32 perangkat 
daerah 

623.480.000,00 
Pendampingan, Asistensi, 
Verifikasi, dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Perangkat 
Daerah yang Dilakukan 
Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

32 perangkat 
daerah 

623.480.000   

  

Koordinasi, Monitoring 
dan Evaluasi serta 
Verifikasi Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Korupsi 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Kegiatan 
Koordinasi, Monitoring 
dan Evaluasi 
serta Verifikasi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Korupsi 

3 Kegiatan 978.351.000,00 

Koordinasi, Monitoring 
dan Evaluasi serta 
Verifikasi Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Korupsi 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Kegiatan 
Koordinasi, Monitoring 
dan Evaluasi 
serta Verifikasi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Korupsi 

4 Kegiatan 978.351.000   

  
Pendampingan, Asistensi 
dan Verifikasi Penegakan 
Integritas 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Perangkat 
Daerah yang Dilakukan 
Pendampingan, 
Asistensi dan Verifikasi 
Penegakan Integritas 

2 perangkat 
daerah 

110.920.000,00 
Pendampingan, Asistensi 
dan Verifikasi Penegakan 
Integritas 

Kota 
Pontianak 

Jumlah Perangkat 
Daerah yang Dilakukan 
Pendampingan, 
Asistensi dan Verifikasi 
Penegakan Integritas 

32 perangkat 
daerah 

110.920.000   
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 

Rancangan rencana kerja Inspektorat Kota Pontianak didiskusikan dalam 

pembahasan forum SKPD Kota Pontianak. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan 

rumusan rancangan renja dengan kesepakatan hasil musrenbang tingkat Kota. Pada forum 

SKPD tidak ada usulan program/kegiatan dari masyarakat yang ditujukan kepada 

Inspektorat selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan 

SKPD Kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau 

harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Selain itu berdasarkan 

hasil rapat koordinasi baik ditingkat Provinsi Kalimantan Barat maupun ditingkat Nasional, 

kebanyakan dari usulan yaitu perlunya peningkatan program kegiatan yang lebih mengarah 

langsung kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam upaya pengawasan pencegahan 

terjadinya tindak pidana korupsi. Inspektorat sebagai satuan kerja yang memiliki tugas 

pokok dan fungsi pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak lebih 

meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan 

secara berkala, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, meningkatkan tindaklanjut dari 

hasil-hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. 

 

Tabel II.4 

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan 

Tahun 2026 Kota Pontianak 

 

 

No Program/kegiatan/Sub 

Kegiatan/Rincian 

Aspirasi Masyarakat 

dan Pokok Pikiran 

Lokasi Indikator 

Kinerja 

Besaran Vol 

(%) 

Rekomendasi 

Vol Sat 

 Aspirasi Masyarakat 

(ASMAS) 

NIHIL 

 Pokok Pikiran 
(POKIR) 

NIHIL 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  

Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan untuk menyelaraskan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terhadap Rencana Strategis (Renstra) 

Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dalam rangka mensinergikan pembangunan 

nasional dengan pembangunan di Kota Pontianak. Terdapat 9 (sembilan) prioritas nasional 

yaitu prioritas Ekonomi, Lingkungan, Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan, Tata 

Kelola & Reformasi Birokrasi, Kesejahteraan Rakyat, Kewilayahan, Kelautan. Inspektorat 

Kota Pontianak telah menetapkan tujuan yang selaras dengan prioritas ke-6 (keenam) 

nasional di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025- 

2029 yaitu Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan 

Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Pontianak. 

Inspektorat Kota Pontianak melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan 

Wali Kota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak yang telah 

mengacu kepada Kebijakan Nasional Pengawasan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. 

Inspektorat Kota Pontianak juga mendukung Pemerintah Pusat dalam bentuk 

pelaksanaan tugas-tugas mandatori di daerah yang berskala nasional yang diamanatkan 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 

2025. 

Dengan demikian berdasarkan telaah terhadap kebijakan nasional, Inspektorat Kota 

Pontianak telah menyelaraskan tujuan, tugas dan fungsi serta tugas-tugas mandatori di 

daerah terhadap kebijakan nasional dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional 

dengan pembangunan di Kota Pontianak. 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 

Misi Rancangan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yang diamanatkan 

kepada Inspektorat Kota Pontianak yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang 

kolaboratif, Efektif, Inovasi, Adaptif, Profesional dan Akuntable Berbasis Teknologi 

Informasi. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan 

berdasarkan misi dimaksud, maka Inspektorat Kota Pontianak merumuskan tujuan yang 

terkait, yaitu: Meningkatnya Kualitas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan 

Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Pontianak. 
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Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Pontianak, maka hasil 

yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu: 

1. Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan; 

2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 

3. Meningkatnya Nilai Area Penguatan APIP pada Monitoring Center for Prevention 

(MCSP) Pemerintah Kota Pontianak; 

4. Meningkatnya Kualitas Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan 

indikator sasaran serta targetnya yang hendak dicapai pada Rencana Kerja tahun 2026 

dijabarkan dalam tabel berikut 

 

Tabel III.1 

Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Inspektorat Kota Pontianak 

Tahun 2026 

 

NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 

TARGET 

TUJUAN 

TAHUN 

2026 

SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET 

KINERJA 

TUJUAN 

/SASARAN 

TAHUN 2026 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

 1 

  

Meningkatkan 

Kualitas Hasil 

Evaluasi 

Akuntabilitas 

Kinerja, 

Integritas dan 

Upaya 

Pencegahan 

Korupsi 

Pemerintah 

Kota 

Pontianak 

Nilai Evaluasi 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Internal 

Pemerintah 

Kota 

Pontianak 

18,75  Meningkatnya 

nilai evaluasi 

SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

dengan 

kategori 

memuaskan 

 Persentase 

nilai 

evaluasi 

SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

dengan 

kategori 

memuaskan 

40,63 

 

 
 Meningkatnya 

Maturitas 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemerintah 

(SPIP) 

 Nilai 

Maturitas 

SPIP 

3,454 

 

Nilai IPKD 

MCP Kota 

Pontianak 

93,37  Meningkatnya 

Nilai Area 

Penguatan 

APIP pada 

IPKD MCP 

Pemerintah 

Kota 

Pontianak 

 Nilai Area 

Penguatan 

APIP 

76,95 

 

 
 Meningkatnya 

Kualitas 

Efektifitas 

Pengendalian 

Korupsi 

 Nilai IEPK 3  
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3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Inspektorat Kota Pontianak 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2025, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk 

mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk 

menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tersebut, 

maka perencanaan pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak mengacu pada 4 poin 

utama pengawasan yaitu; Pengawasan terkait Peningkatan Perekonomian Daerah yang 

terdiri dari Pemeriksaan Ketaatan dan Pemeriksaan Kinerja. Pengawasan terkait 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Reviu Dokumen 

Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah, Pemeriksaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Reviu Laporan Keuangan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya. 

Pengawasan terkait Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas yang 

terdiri dari Pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian 

mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, 

Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional  pencegahan 

korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut 

perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam 

penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, serta Monitoring dan 

evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil 

pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah. Pengawasan terkait Peningkatan 

Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang terdiri dari Kapabilitas aparat 

pengawas intern pemerintah level 3, Maturitas Sistem pengendalian internal pemerintah, 

Penerapan Manajemen Risiko, dan Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 

(seratus dua puluh) jam per tahun. 

Adapun rencana aksi yang terdapat dalam setiap sub kegiatan pada Program Utama 

Pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak adalah sebagai berikut. 
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Tabel III.2 

Daftar Rencana Aksi dan Sub Kegiatan Pengampu 

Tahun 2026 

 

No Sub Kegiatan Rencana Aksi Anggaran Volume Lokasi Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  Pengawasan 

Kinerja 

Pemerintah 

Daerah 

Pelaksanaan Audit Ketaatan, 

Audit Kinerja, Reviu Tata 

Kelola, Reviu Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Tahun 2026 

dan Reviu KUA-PPAS 

1.108.040.000,00 19 Laporan Kota 

Pontianak 

  

  Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Pelaksanaan Reviu atas Tata 

Kelola Keuangan Pemerintah 

Daerah, Pemeriksaan Cash 

Opname, Reviu Penyaluran 

DAK Fisik dan Non Fisik, 

Reviu RKA, Reviu SiLPA 

BOS, dan Reviu/Monev 

berdasarkan permintaan 

khusus, Pemeriksaan dengan 

Tujuan Tertentu 

481.855.000,00 19 Laporan Kota 

Pontianak 

  

  Reviu Laporan 

Kinerja 

Pelaksanaan Reviu Lakip Kota 

Pontianak dan Reviu atas 

Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Kota Pontianak 

64.440.000,00 2 Laporan Kota 

Pontianak 

  

  Reviu Laporan 

Keuangan 

Pelaksanaan Reviu LKPD 54.530.000,00 1 Laporan Kota 

Pontianak 

  

  Kerja Sama 

Pengawasan 

Internal 

Penandatanganan Perjanjian 

Kerjasama (PKS) antara APIP 

& APH ( Aparat Penegak 

Hukum) 

4.980.000,00 1 

Kesepakatan 

Kota 

Pontianak 

  

  Monitoring dan 

Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil 

Pemeriksaan 

BPK RI dan 

Tindak Lanjut 

Hasil 

Pemeriksaan 

APIP 

- Membentuk Tim Monitoring 

& Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK-RI dan 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP 

- Melakukan percepatan 

tindak lanjut rekomendasi 

hasil pemeriksaan BPK dan 

APIP 

- Melakukan kajian mendalam 

dalam rangka alih status 

temuan yang tidak bisa 

diselesaikan 

321.160.000,00 2 Dokumen Kota 

Pontianak 

  

  Penanganan 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah 

- Membentuk Tim Kerugian 

Daerah 

- Melakukan monitoring 

terhadap tindaklanjut atas 

temuan yang bernilai kerugian 

daerah 

186.740.000,00 2 Laporan Kota 

Pontianak 

  

  Pengawasan 

dengan Tujuan 

Tertentu 

Pelaksanaan Pemeriksaan 

dengan Tujuan Tertentu dan 

Probity Audit 

217.870.000,00 14 Laporan Kota 

Pontianak 

  

  Perumusan 

Kebijakan Teknis 

di Bidang 

Pengawasan 

Penyusunan Pedoman / 

Standar Pengawasan Internal 

dalam rangka peningkatan 

kualitas pengawasan 

3.325.000,00 1 

Rekomendasi 

Kota 

Pontianak 

  

  Perumusan 

Kebijakan Teknis 

di Bidang 

Fasilitasi 

Pengawasan 

Penyusunan Perencanaan 

Pengawasan dalam PKPT 

yang merujuk pada 

Permendagri tentang bina 

pengawasan pemerintah 

3.325.000,00 4 

Rekomendasi 

Kota 

Pontianak 
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No Sub Kegiatan Rencana Aksi Anggaran Volume Lokasi Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

daerah dan tugas-tugas 

mandatori. 

  Pendampingan 

dan Asistensi 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Monitoring Pendampingan 

Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM). 

31.690.000,00 1 perangkat 

daerah 

Kota 

Pontianak 

  

  Pendampingan, 

Asistensi, 

Verifikasi, dan 

Penilaian 

Reformasi 

Birokrasi 

- Pelaksanaan Evaluasi 

Perencanaan dan 

Penganggaran yang Berbasis 

Responsive Gender termasuk 

penyusunan GAP dan GBS 

yang ditetapkan melalui SK 

Inspektur 

- Pelaksanaan Evaluasi 

Laporan Kinerja 

- Membentuk Tim PMPRB 

tingkat Inspektorat dan Tim 

Asessor Tingkat Kota dalam 

rangka Monev Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi 

- Membentuk Tim Penilaian 

Mandiri dan Penjamin 

Kualitas dalam rangka 

Evaluasi Penyelenggaraan 

SPIP Terintegrasi. 

623.480.000,00 32 perangkat 

daerah 

Kota 

Pontianak 

  

  Koordinasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi serta 

Verifikasi 

Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

- Membentuk Tim Saber 

Pungli dan melaksanakan 

kegiatan Sapu Bersih 

Pungutan Liar (Saber Pungli) 

di Kota Pontianak 

- Membentuk Tim Pencegahan 

Korupsi Terintegrasi dalam 

rangka penbyelenggaraan 

MCP Korsupgah Kota 

Pontianak 

- Penanganan Laporan 

Gratifikasi dan sosialisasi 

kepada ASN di lingkungan 

Pemerintah Kota Pontianak 

978.351.000,00 4 Kegiatan Kota 

Pontianak 

  

  Pendampingan, 

Asistensi dan 

Verifikasi 

Penegakan 

Integritas 

- Penyelenggaraan Suvey 

Penilaian Integritas di Kota 

Pontisanak 

- Pelaporan 

LHKPN/LHKASN dengan 

target 100%  

- Penanganan Laporan 

Pengaduan (WBS) dan 

sosialisasi kepada ASN di 

lingkungan Pemerintah Kota 

Pontianak dan masyarakat 

- Monev Pelaksanaan 

Pembangunan  Zona Integritas 

dan pendampingan pada Unit 

Kerja yang akan diajukan 

memperoleh predikat 

WBK/WBBM 

110.920.000,00 32 perangkat 

daerah 

Kota 

Pontianak 
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a. Rencana Aksi dalam Sub Kegiatan pada Program Utama 

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 

• Pelaksanaan Audit Ketaatan, Audit Kinerja, Reviu Tata Kelola, Reviu 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Reviu KUA-PPAS. 

2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 

• Pelaksanaan Reviu atas Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah, 

Pemeriksaan Cash Opname, Reviu Penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik, 

Reviu RKA, Reviu SiLPA BOS, dan Reviu/Monev berdasarkan 

permintaan khusus, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. 

3. Reviu Laporan Kinerja 

• Pelaksanaan Reviu Lakip Kota Pontianak dan Reviu atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pontianak. 

4. Reviu Laporan Keuangan 

• Pelaksanaan Reviu LKPD. 

5. Kerjasama Pengawasan Internal 

• Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara APIP & APH ( 

Aparat Penegak Hukum). 

6. Monitoring & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan APIP 

• Membentuk Tim Monitoring & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-

RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 

• Melakukan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 

dan APIP 

• Melakukan kajian mendalam dalam rangka alih status temuan yang tidak 

bisa diselesaikan. 

7. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 

• Membentuk Tim Kerugian Daerah 

• Melakukan monitoring terhadap tindaklanjut atas temuan yang bernilai 

kerugian daerah. 

8. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 

• Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu dan Probity Audit. 

9. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan 

• Penyusunan Pedoman / Standar Pengawasan Internal dalam rangka 

peningkatan kualitas pengawasan. 

10. Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pengawasan 

• Penyusunan Perencanaan Pengawasan dalam PKPT yang merujuk pada 

Permendagri tentang bina pengawasan pemerintah daerah dan tugas-

tugas mandatori. 
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11. Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah 

• Monitoring Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM). 

12. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 

• Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis 

Responsive Gender termasuk penyusunan GAP dan GBS yang ditetapkan 

melalui SK Inspektur 

• Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja 

• Membentuk Tim PMPRB tingkat Inspektorat dan Tim Asessor Tingkat 

Kota dalam rangka Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

• Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas dalam rangka 

Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. 

13. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi 

• Membentuk Tim Saber Pungli dan melaksanakan kegiatan Sapu Bersih 

Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kota Pontianak 

• Membentuk Tim Pencegahan Korupsi Terintegrasi dalam rangka 

penbyelenggaraan MCP Korsupgah Kota Pontianak 

• Penanganan Laporan Gratifikasi dan sosialisasi kepada ASN di 

lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. 

14. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 

• Penyelenggaraan Suvey Penilaian Integritas di Kota Pontisanak 

• Pelaporan LHKPN/LHKASN dengan target 100%  

• Penanganan Laporan Pengaduan (WBS) dan sosialisasi kepada ASN di 

lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat 

• Monev Pelaksanaan Pembangunan  Zona Integritas dan pendampingan 

pada Unit Kerja yang akan diajukan memperoleh predikat WBK/WBBM. 
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Tabel III.3 

Daftar Proyek Strategis dan Sub Kegiatan Pengampu 

Tahun 2026 

 

No Sub Kegiatan 
Proyek 

Strategis 
Anggaran Volume Lokasi Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Pendidikan dan 

Pelatihan 

Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan 

Fungsi 

Memenuhi 

Ketercukupan 

Pendidikan 

profesional 

berkelanjutan 

minimal 120 

jam per tahun 

per APIP 

2.850.927.000 110 

Orang 

 

Menyesuaikan 

dengan lokasi 

Diklat yang 

ditentukan 

oleh 

penyelenggara 

Diklat 

Berdasarkan 

Permendagri Nomor 88 

Tahun 2022 bahwa 

setiap APIP harus 

memenuhi minimal 120 

(seratus dua puluh) jam 

per tahun per APIP 

untuk Pendidikan 

profesional 

berkelanjutan atau 

pelatihan/bimbingan 

teknis. Untuk 

memenuhi jamlat 

tersebut, setiap APIP 

minimal harus 

mengikuti 2 kali 

diklat/bimtek per tahun 

dan melaksanakan 2 

kali PKS di lingkungan 

kantor 

2 Pendampingan, 

Asistensi, 

Verifikasi dan 

Penilaian 

Reformasi 

Birokrasi 

Melakukan 

Reviu 

Penyusunan 

Dokumen SPIP 

Terintegrasi 

623.480.000 32 

Perangkat 

Daerah 

 

Kota 

Pontianak 

Melakukan Sosialisasi 

SPIP Terintegrasi untuk 

meningkatkan hasil 

penilaian mandiri SPIP 

Terintegrasi pada 

Pemerintah Kota 

Pontianak 

3 Koordinasi, 

Monitoring 

dan Evaluasi 

serta Verifikasi 

Pencegahan 

dan 

Pemberantasan 

Korupsi 

Penggalakan 

Sosialisasi dan 

Bimtek 

Antikorupsi di 

Lingkungan 

Pemerintah Kota 

Pontianak 

978.351.000 4 

Kegiatan 

 

Kota 

Pontianak 

Sosialisasi Antikorupsi 

akan dilaksanakan 

kepada Eksekutif dan 

Legislatif termasuk 

Masyarakat Kota 

Pontianak 

4 Pendampingan, 

Asistensi dan 

Verifikasi 

Penegakan 

Integritas 

Penyelenggaraan 

Survei Penilaian 

Integritas di 

Kota Pontianak 

dan Sosialisasi 

LHKAN 

110.920.000 32 

perangkat 

daerah 

Kota 

Pontianak 

- Sosialisasi Survei 

Penilaian Integritas 

- Sosialisasi 

Penegakan Integritas 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

 

Rencana Kerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2026 merupakan acuan dalam 

melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Pontianak tahun 

2025-2029. Inspektorat Kota Pontianak merumuskan tujuan untuk mendukung pencapaian 

tujuan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja, Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Pontianak 

dengan indikator tujuan yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kota 

Pontianak dan Nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention Kota Pontianak. 

Rencana Kerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2026 terdiri dari 3 Program, 11 

Kegiatan, 40 Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta perubahan outputnya pada 

tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel IV.1 sebagai berikut. 
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Tabel IV. 1 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027  

Inspektorat Kota Pontianak 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

            INSPEKTORAT 25.084.928.000,00   27.686.056.736,00   

  6         UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 25.084.928.000,00             27.686.056.736,00   

  6 01       INSPEKTORAT DAERAH 25.084.928.000,00             27.686.056.736,00   

1 6 01 01     PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase Capaian 
Kinerja Pelaksanaan 
Kegiatan Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

-     100 Persen 20.894.222.000,00           - 19.744.615.736,00   

  6 01 01 2.01   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase pelaksanaan 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
Perangkat Daerah 

-     100 Persen 0,00     Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat - 93.628.000,00   

  6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 



IV-3 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

              Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah  

      4 Dokumen 0,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   12.676.000,00 INSPEKTORAT 

  6 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

              Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

      1 Dokumen 0,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   10.643.000,00 INSPEKTORAT 



IV-4 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  6 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

              Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

      1 Dokumen 0,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   10.643.000,00 INSPEKTORAT 

  6 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

              Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

      6 Laporan 0,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 

Inspektorat   18.501.000,00 INSPEKTORAT 



IV-5 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Teknologi 
Informasi 

  6 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

              Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

      5 Laporan 0,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   6.306.000,00 INSPEKTORAT 

  6 01 01 2.01 0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 



IV-6 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

              Jumlah Dokumen 
Perencanaan Urusan 
Selain Renstra PD dan 
Renja PD yang disusun 

      3 Dokumen 0,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   34.859.000,00 INSPEKTORAT 

  6 01 01 2.02   Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase Pemenuhan 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

-     100 Persen 10.091.086.000,00     Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat - 13.037.462.336,00   

  6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 



IV-7 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

              Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

      55 
Orang/bulan 

10.082.198.000,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD), DANA 
ALOKASI 
UMUM 
(DAU) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   13.019.686.336,00 INSPEKTORAT 

  6 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

              Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

      12 Dokumen 0,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 

Inspektorat   8.888.000,00 INSPEKTORAT 



IV-8 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Teknologi 
Informasi 

  6 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

              Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

      4 Dokumen 8.888.000,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   8.888.000,00 INSPEKTORAT 



IV-9 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  6 01 01 2.05   Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase Pemenuhan 
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

-     100 Persen 2.937.467.000,00     Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat - 3.437.467.000,00   

  6 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 

              Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan 

      2 Paket 84.540.000,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   84.540.000,00 INSPEKTORAT 



IV-10 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

              Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan  

      110 Orang 2.850.927.000,00 Semua 
Kota/Kab, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   3.350.927.000,00 INSPEKTORAT 

  6 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

              Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 
Peraturan Perundang-
Undangan 

      10 Orang 2.000.000,00 Semua 
Kota/Kab, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 

Inspektorat   2.000.000,00 INSPEKTORAT 



IV-11 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Teknologi 
Informasi 

  6 01 01 2.06   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Pemenuhan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

-     100 Persen 1.407.977.100,00     Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat - 1.335.009.400,00   

  6 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi 
 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 



IV-12 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

              Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

      1 Paket 9.000.000,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   7.933.400,00 INSPEKTORAT 

  6 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

              Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

      4 Paket 120.000.000,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   83.404.300,00 INSPEKTORAT 



IV-13 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  6 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

              Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan 

      4 Paket 48.000.000,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   30.194.600,00 INSPEKTORAT 

  6 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

              Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

      4 Paket 100.000.000,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 

Inspektorat   82.500.000,00 INSPEKTORAT 



IV-14 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Teknologi 
Informasi 

  6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

              Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

      4 Paket 29.477.100,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   29.477.100,00 INSPEKTORAT 

  6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 



IV-15 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

              Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

      12 Dokumen 1.500.000,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   1.500.000,00 INSPEKTORAT 

  6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

              Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

      10 Laporan 1.100.000.000,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   1.100.000.000,00 INSPEKTORAT 



IV-16 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  6 01 01 2.07   Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

-     100 Persen 928.347.500,00     Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat - 1.092.154.760,00   

  6 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

              Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

      32 Unit 928.347.500,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   1.092.154.760,00 INSPEKTORAT 



IV-17 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  6 01 01 2.08   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

-     100 Persen 604.334.240,00     Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat - 599.654.240,00   

  6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

              Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

      12 Laporan 182.720.000,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   182.720.000,00 INSPEKTORAT 



IV-18 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  6 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

              Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

      2 Laporan 22.250.000,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   22.250.000,00 INSPEKTORAT 

  6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

              Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

      12 Laporan 409.894.240 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 

Inspektorat   394.684.240,00 INSPEKTORAT 



IV-19 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Teknologi 
Informasi 

  6 01 01 2.09   Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

-     100 Persen 4.925.010.160,00     Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat - 149.240.000,00   

  6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 



IV-20 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

              Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

      5 Unit 91.500.000,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   91.500.000,00 INSPEKTORAT 

  6 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

              Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  

      58 Unit 48.240.000,00 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   48.240.000,00 INSPEKTORAT 



IV-21 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  6 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

              Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

      1 Unit 4.774.740.160 Kota 
Pontianak, 
Pontianak 
Kota, 
Tengah 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Inspektorat   9.500.000,00 INSPEKTORAT 

2 6 01 02     PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENGAWASAN 

Persentase Tindak 
Lanjut Rekomendasi 
Hasil Evaluasi SAKIP 
pada Perangkat Daerah 
Persentase tindak lanjut 
hasil rekomendasi BPKP 
atas evaluasi SPIP Kota 
Pontianak 

-     73 Persen 
83 Persen 

2.439.615.000,00           - 2.486.080.000,00   



IV-22 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  6 01 02 2.01   Penyelenggaraan 
Pengawasan 
Internal 

Persentase 
Terselenggaranya 
Kegiatan Pengawasan 
Internal 

-     100 Persen 2.035.005.000,00     Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

- 2.081.470.000,00   

  6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 

              Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

      19 Laporan 1.108.040.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

  1.108.040.000,00 INSPEKTORAT 



IV-23 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 

              Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

      19 Laporan 481.855.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

  481.855.000,00 INSPEKTORAT 

  6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja 

              Jumlah Laporan Hasil 
Reviu Laporan Kinerja 

      2 Laporan 64.440.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 

Perangkat 
Daerah 

  110.905.000,00 INSPEKTORAT 



IV-24 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Teknologi 
Informasi 

  6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 

              Jumlah Laporan Hasil 
Reviu Laporan 
Keuangan 

      1 Laporan 54.530.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

  54.530.000,00 INSPEKTORAT 

  6 01 02 2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal 



IV-25 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

              Jumlah Kesepakatan 
Pengawasan Internal 
yang Terbentuk 

      1 
Kesepakatan 

4.980.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

  4.980.000,00 INSPEKTORAT 

  6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 

              Jumlah Dokumen Hasil 
Monitoring dan Evaluasi 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

      2 Dokumen  321.160.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

  321.160.000,00 INSPEKTORAT 



IV-26 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  6 01 02 2.02   Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

Persentase 
Terselenggaranya 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

-     100 Persen 404.610.000,00     Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

- 404.610.000,00   

  6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian 
 
Negara/Daerah 

              Jumlah Laporan 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah yang 
Ditangani 

      2 Laporan 186.740.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 

Perangkat 
Daerah 

  186.740.000,00 INSPEKTORAT 



IV-27 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Teknologi 
Informasi 

  6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 

              Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

      14 Laporan 217.870.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

  217.870.000,00 INSPEKTORAT 



IV-28 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 6 01 03     PROGRAM 
PERUMUSAN 
KEBIJAKAN, 
PENDAMPINGAN 
DAN ASISTENSI 

Persentase Risk Register 
Fraud yang telah 
disusun oleh Perangkat 
Daerah dan Pemerintah 
Kota Pontianak 
Level Kapabilitas APIP 

-     37,5 Persen 
3 Level 

1.751.091.000,00           - 5.455.361.000,00   

  6 01 03 2.01   Perumusan 
Kebijakan Teknis di 
Bidang Pengawasan 
dan Fasilitasi 
Pengawasan 

Persentase 
terlaksananya kegiatan 
perumusan kebijakan 
tehnis di bidang 
pengawasan dan 
fasilitasi pengawasan 

-     100 Persen 6.650.000,00     Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

- 6.650.000,00   

  6 01 03 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 



IV-29 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

              Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis di 
Bidang Pengawasan 
yang Disusun 

      1 
Rekomendasi 

3.325.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

  3.325.000,00 INSPEKTORAT 

  6 01 03 2.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 

              Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis di 
Bidang Fasilitasi 
Pengawasan yang 
Disusun  

      4 
Rekomendasi 

3.325.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

  3.325.000,00 INSPEKTORAT 



IV-30 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  6 01 03 2.02   Pendampingan dan 
Asistensi 

Persentase 
terlaksananya kegiatan 
pendampingan dan 
asistensi 

-     100 Persen 1.744.441.000,00     Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

- 5.448.711.000,00   

  6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 

              Jumlah Perangkat 
Daerah yang Dilakukan 
Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

      1  perangkat 
daerah 

31.690.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

  31.690.000,00 INSPEKTORAT 



IV-31 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 

              Jumlah Perangkat 
Daerah yang Dilakukan 
Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, dan 
Penilaian Reformasi 
Birokrasi 

      32 perangkat 
daerah 

623.480.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

  2.178.940.000,00 INSPEKTORAT 

  6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

              Jumlah Kegiatan 
Koordinasi, Monitoring 
dan Evaluasi serta 
Verifikasi Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Korupsi 

      4 Kegiatan 978.351.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 

Perangkat 
Daerah 

  2.127.161.000,00 INSPEKTORAT 



IV-32 

 

No Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
Renstra 

OPD 

Realisasi 
Capaian 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2024 

Prakiraan 
Capaian 
Target 
RENJA 
OPD 

Tahun 
2025 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Kelompok 
Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana 

Prioritas 

Target Pagu Indikatif (Rp) 
Nasional Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Teknologi 
Informasi 

  6 01 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 

              Jumlah Perangkat 
Daerah yang Dilakukan 
Pendampingan, 
Asistensi dan Verifikasi 
Penegakan Integritas 

      32 perangkat 
daerah 

110.920.000,00 Kota 
Pontianak, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

Memperkuat 
reformasi 
politik, hukum 
dan birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasan 
korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan. 

Memperkuat 
Fondasi 
Perekonomian 
Kalimantan 
Barat yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan 
 2. 
Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang 
Kolaboratif, 
Efektif, 
Inovatif, 
Adaptif, 
Profesional 
dan Akuntabel 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 

Perangkat 
Daerah 

  1.110.920.000,00 INSPEKTORAT 

  J U M L A H 25.084.928.000,00   27.686.056.736,00   
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